BAB V. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian tersebut

dengan judul Implikasi Hukum Terhadap Pelaksanaan Nilai-Nilai Kearifan

Lokal Berdasarkan Prinsip Sustainable Development pada Masyarakat Dayak

Simpakng, Kalimantan Barat, maka dapat disimpulkan bahwa :

1.

Masyarakat Dayak Simpakng selama ini, mulai dari sebelum terbentuknya
suku Dayak Simpakng hingga sekarang sudah melaksanakan nilai-nilai
kearifan lokal yang mencakup 3 aspek yaitu Sosial, ekonomi dan
Lingkungan yang merupakan bentuk dari Pembangunan berkelanjutan yang
secara terus menerus selalu berkembang seiring perkembangan
Pembangunan yang ada di daerah. Maka nilai-nilai kearifan lokal itu penting
untuk selalu dilaksanakan karena sebagai warisan budaya yang tidak boleh
dihilangkan atau ditingggalkan.

Kajian tersebut perlu dilakukan karena mengingat generasi yang akan
datang, dan generasi yang akan datang juga harus tetap menjaga nilai-nilai
kearifan lokal yang hidup didalam hukum adat pada masyarakat Dayak
Simpakng, karena masyarakat hidup dalam Hukum, dan Hukum juga ada
didalam masyarakat, maka masyarakat Dayak Simpakng selalu
menjalankan nilai-nilai kearifan lokal yang tidak jauh dari hukum adat yang
ada dari dulu sampai sekarang. Hukum yang dilaksanakan dalam kehidupan
masyarakat Dayak simpakng selalu melekat dari lahir sampai meninggal

hidup dari hukum adat dan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari juga
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tidak lepas dari hukum seperti amor basa, nilai-nilai kekeluargaan, alam dan
lingkungan. Hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat ini pulalah
yang menjadi tolak ukur dalam Pembangunan berkelanjutan.

B. SARAN

Adapun saran dalam penulisan tesis tersebut terdiri dari beberapa point

yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai wujud dalam Pembangunan berkelanjutan (Sustainable
Development), karena masyarakat Dayak Simpakng masih berpeganag teguh
pada hukum adat dalam menjalankan nilai-nilai kearifan lokal, maka perlu
dibuat aturan khusus dalam mengatur nilai-nilai kearifan lokal yang ada di
masyarakat Dayak Simpakng. Adanya aturan khusus yang mengatur kearifan
lokal tersebut, hal tersrbut akan paten, berubah apabila seiring berjalankan
aturan baru.

2. Apabila aturan khusus mengenai kearifan lokal tersebut, pemerintah daerah
perlu mengkaji dan memahami lebih dalam dasar yuridis dan dasar
sosiologis yang terjadi, dengan demikian peraturan tersebut menjadi
pedoman yang tertulis dan memiliki perlindungan kepada masyarakat.
Secara khusus atas semakin berkurangnya Sumber Daya Alam yang menjadi

sumber bagi masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai kearifan lokal.
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